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LAMPIRAN-LAMPIRAN

CATATAN WAWANCARA

Rekaman 01.

Masalah digitalisasi saya tertarik karena banyaknya aplikasi yang dibuat oleh
pemerintah pusat unutk memudahkan serta mempercepat pekerejaan di
daerah dan begitupula OPD akan mempercepat penginputan data. Banyaknya
dana di Sulawesi Barat yang mencapai 11 Miliar Rupiah untuk membangun
bandwidth untuk internet cepat agar Sulawesi barat lebih dikenal lebih cepat
dan lebih terkenal. Masalah yang terjadi di Sulawesi barat banyaknya dana
yang belum terserap maksimal untuk membangun infrakstrukur akses internet.
Ya dikarenakan adanya bencana alam yang menimpa Sulawesi Barat. Tapi,
itu bukan hal yang menjadi tolak ukur untuk membangun kembali sulawsesi
barat pasca bencana. Selain infrakstruktur, kendala yang mempengaruhi itu
adalah kurang sinkronnya visi dan misi gubernur dan sekertaris daerah
Sulawesi barat. Dikarenakan banyaknya kepentingan yang masuk dan keluar
yang tidak mengindahkan pembangunan internet yang diidamkan oleh
Sulawesi barat. Tidak hanya kendala yang harus diperhatikan tapi juga sector
yang paling krusial yang ada di Sulawesi Barat dalam pembangunan
digitalisasi dan juga e-government juga harus di perhatikan. Utamanya dari
sector berhubungan langsung pengelolaan APBD, penyerapan aspirasi,
implementasi layanan public dan yang paling utama adalah pekerjaan ASN
atau Sumber daya Manusianya, karena egovernment dan pembangunan yang
berbasis digitalisasi itu memerlukan orang yang tidak hanya paham. Namun,
harus mengerti tentang digitalisasi karena hal ini sangat sinkron dengan
jalannya E-Government di Sulawesi Barat. Oh iya, pemerintah Sulawesi Barat
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juga harus memerhatikan pekerja-pekerja outsourcing yang menjalankan
implementasi digitalisasi itu, banyak outsourcing yang gajinya itu belum
maksimal jika dibandingkan pekerjaan mereka. Kita bandingkan dengan
pekerja outsourcing yang ada di DKI Jakarta atau di kabupaten di pulau Jawa
itu, mereka yang memegang peranan penting untuk server-server. Mereka
rata-rata jago computer dan coding, kita harus memperhatikan kesejahteraan
mereka. Ketika kita berbicara tentang pekerja pasti kita berbicara tentang ASN,
nah ASN dan sumber daya manusia di Sulawesi barat itu belum terbiasa dan
belum mkasimal untuk memegang tentang digitalisasi dan itu harusnya
dibutuhkan Bimtek yang berkelanjutannya. Ketika mereka sudah punya dasar
jadi mereka kalo tidak punya waktu untuk belajar, mereka bisa otodidak. Kita
juga sebagai warga Sulawesi Barat jika dibandingkan warga Sulawesi Selatan
y akita tidak terlalu tertinggal jauh tentang Sumber Daya Manusia. Karena

Sulawesi Selatan tidak hanya Makassar, kan ada juga Luwu dlII.

Rekaman 02.

Teman teman dari tim ibu amalia, judul mengarah pemerintah sulbar dari studi
ilmu komunikasi, kan komunikasi merembet keberbagai bidang contoh
dipemrintahan igov ada muatan komunikasi, aplikasi igov dengan tujuan
penyampaian informasi kemasyarkat, jadi teman2 ingin mendapatkan detail
mengenai penerapan igov di sulbar terkait sinkron pembangunan di sulbar di
pemprov dan kabupaten, bagaimana kebijakan penerapan igov untuk
pembangunan daerah. Sejak inpres ada semua aplikasi. Pusat data,
kerjasama vendor membagnun digitalisai. Saat ini sudah meredup otonomi
daerah dan teknologi mengarah tidak ingin serpihan2 wilayah secra teknologi.
Sejak inpres pemda dan kemntrian bangun apk sendiri. Aturan baru pempres
95 ada penguatan digitalisasi di pemerintahan untuk publik. Konsep ini
mendorong intregasi sistem, banyangan nasional fb seperti ig tidak ada sekat

wilayah semua bisa akses, semua bisa konfirmasi data sama seperti atm
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perbankan jadi pengaruh kebijakan pemda contoh apk pempres 95, mnurut
aturan ada 2 apk umum dan khusus dulu sulbar pakai simda untuk keuangan
bpkp sekarang isipd tunggal server di Jakarta untuk alasan integrasi nasional.
Dikumulkan dijakarta untuk bandingkan capaian output berat secara sistem
karena data tidak sama karena beda apk dan bahasa programan. Semua
pemda pakai isipd maka itu tidak terlalu otonomi tidak seprti dulu bisa
kerjasama dengan vendor. Bagiaman pola penerapan? Apk umum untuk
dipakai nasional semua lembaga. Studi kasus barabg dan jasa menggunakan
isipd. Guna big data untuk integrasi. Bicara akses data semua punya server
data sekarang dilarang. Kenapa pmemrintah akan membangun 4 pusat data.
Meskipun soal apk sektoral daerah masih di beri kesempatan buat sendiri.
Indonesia seakrang ada 27 ribu apk semua lembaga pemeritah dan daerah.
Maka disderhanakan 1 per sektor. Kalo keadaan sulbar hari ini menunggu soal
apk yg harus dipakai. Sulbar kerjasama dengan ugm untuk buat dokumen
arsitektur igov nya. Semua opd 42 harus patuh dengan ini. Loakl boleh
berkembang harus wajib msukkan konten dari pusat. Msalah hosting diluar itu
ilegal. Bikin pks untuk tukaran apk saran dari pusat jangan boros. Kejadian di
pemprov ganti pejabat bangun vendor diluar hosting dluar menjadi masalah.
Kami apk 50 separuh yg hidup. Bgaimana hasil 5 tahun terakhir untuk
perencanaan.perencanaan bagus tapi driving dari luar karena simpa isipd
dipaksa dari pusat ,inisitaif lokal kurang. Apk yg jlan di pemrov selaian
keuagnan tidak ada yg lain hanya jalan sesaat.barcode sistem baca asettidak
berjalan karen pergantian pejabat. Belum maksimal igov sekarang ini. Rsud
pernah puny apk antri online sekarang mati atau samsat onine mati juga.
Disebabkan proses bisnisnya blum kuat untuk apk dan konsistensi
penggunaan. Ada bebrapa pemimpin tidak biasa dengan tekonologi maka itu
apk tidak dijalan. Karena faktor usia pns atau pimpinan yg gaptek. Bgaimana
peran igiv di provinsi sinkron proses pembangunan. Kebijakan nasional
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pemprov dan pemkab atau berjalan igov nya. Digital tidak berjenjang.
Perbedaan igov antara pemprov dan pemkab dari data mentah dan jadi. Fungsi
pembinaan dan visi. Jadi pemprov dan pemkab punya tugas igov yang
berbeda. Sektor mana palin kruisal yg harus dibangun digital. Yg utama
pelayanan pemprov rsud dan pajak kendaraan. Kemudian perizinan. Kalo
sektor lain dinamis karena batas kewenangan. Sudut pandang igov data
presisi. Dalam pmerintah ada aturan kewenangan. Dia manfaatkan data
parsial utnuk didalamai. Pempres 39 berbasis sektoral. Jadi data presisi
berdasarkan sektor terkait untuk pengambil keputusan. Tantangan sdm igov
banyak yg masih suka dengan cara manual karena mudah di manipultaif,
bukan prioritas jadi tidak ada anggaran. Jadi membutuhkan waktu untuk
regenerasi sdm pns. Ego sektoral yg harus terintegrasi agar bisa kolaboratif.
Soal obrolan pollitik bagaimana respon legislatif soal apbd. Harus ada inisiatif

dari pemimpin daerah untuk mencari titik temu antara eksekutif dan legislatif.

Rekaman 03.

Penggunanaan apk digital untuk pembangunan daaerah sulbar. Muh darus
damir kepala bapeda. Saya yakini sinkronisasi sulit dijalankan perencana
maslah di sulbar itu. Karena egois masing2 nerpikir opd punya visi masing
masing berkaitan dengan pemerintahan tidak seprti dulu yang manual yang
bertahan sekarang dijlankan igov. Maslah igov sbenarnya sngat perlu. Terkait
itu igov penting dalam perencanaan .pelaksanaan dan evaluasi. Maka itu perlu
agar mudah butuh sistem. kebijakan lewat bapeda di sulbar pola penerapan.
Sederhana butuh regulasi dalam perencanaan melibatkan pengusaha.
Pertama penyiapkan regulasi kedua melaksanakan sistem prioritas
kerjaanuntuk target. Pola yg ada tidak optomal. Dalam 5 tahun apa hasil
penerapan igov ini. Implementasinya sekitar 40% di sulbar tidak semua opd
tidak melaksanakan. Perubahan yg dinamis dari pusat. Igov yg dilaksanakan

itu satu sistem yg menanpung semua sistem pemerintahan didalamnya. Satu
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sistem igov sulbar belum sinkron. Padhal yg dibutuhkan adalah berkaitan
semua. Diskusi dengan kominfo masih menunggu arsitekturnya. Semua
seakrang harus by sistem agar semua terencana evaluasi agar semua tertuju.
Aturan pusat berubah dinamis maka daerah harus menunggu. Jadi dalam 5
tahun ada utanng perencanaan igov karena tidak tercapai. Sistem yg optimal
sekarang bpkpd dalam rangka tanggung jawab anggaran. Sistem
pembangunan daerah dari kemendagri masih tahap uji coba dan baru akan
dipelajari apakah sinkron dengan sistem teman teman didaerah. Dibentuk tim
fungsional data. Dalam peraturan presiden tahun 2016. Igov memudahkan
pimpinan dan juga menghemat tenaga kerja. Sulbar adalah palin rendah dalam
persipan teknologi igov. Penerapan igov adalah kemajuan teknologi
tantangannya itu sdm yg mempuni. Resiko igov daerah harus peningkatan asn.
Pemetaan asn yg gaptek dan yg tidak agar memudahkan penggunaan sistem

igov.
Rekaman 04.

Sinkronisasi igov di sulbar khususnya di pemkab mamuju. Sk bersama
kementrian kominfo payung hukumnya sistem pemerintah berbsais tekonologi
semua dilakukan melalui digital. Yg ditutut pertama server semua kabupaten
mamuju berada di kominfo.kebijakan pusat harus menggunakan satu apk.
Kondisi ruang server tidak layak. Semua opd menitipkan server ke kominfo.
Manjemen bandwich harus di kominfo semua. Masih jauh antara ideal yg
terjadi karena kabupaten mamuju tidak mampu. Perencanaan mamuju untuk
igov tidak mampu karena anggaran yg kurang untuk membangun smart city
untuk mamuju. Pemkab mamuju punya program dari pemimpin yaitu kartu
mamuju keren server ada di kominfo mamuju. Saat ini update data warga
melalui android. Untuk mendapatkan bantuan diluar bpjs kesehatan karena
kesehatan ditanggung pemkab mamuju. Hasil dari 5 tahun terakhir. 2 tahun

berturut turut mamuju masuk jadi zona hijau ombudsman dalam kepatuhan.85
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persen opd sudah punya web resmi jadi kominfo membuatkan sub domain
resmi. Untuk mengakses informasi. Kalo indikator pemerintah mamuju masih
dikatakan baik. Mendapatkan kota layak anak. Mamuju dalam track yang
bagus. Terjadi pandemi dan gempa sangat sulit dalam sisi ekonomi dan
berimbas kepada bantuan kepada masyarakat kuran prima. Tantangan
penerapan igov di mamuju soal anggaran yg tidak ada untuk penerapannya.
Karenakan terjadinya pandemi dan gempa terjadi penurunan internet di
pemkab mamuju. Bagaimana kesiapan sdm di pemkab mamuju untuk
penerapan igov. Kurangnya perekrutan yg memiliki kemampuan dibidang IT
khusus di kominfo. sia sia karena kurangnya teknologi yg pemkab mamuju
punya. Pemkab mamuju punya call center untuk masyarakat yg ingin
melakukan aduan. Aduan aduan msyarakat akan di teruskan oleh opd teknis
terkait. Call center bisa menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap

pemkab mamuju.

327



